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TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Menimbang

KETUA BAWASLU KOTA MALANG

a. Bahwa dalam rangka mengefektif,(an tugas Bawaslu dalam melakukan

pengawaeln pada pelaksanaan pendafraran, verifikasi, dan

ponetapan parlai politik peserta Pemilihan Umum fahun 2024

dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan

penelapan partai politik yang terintegrasi;

b. Bahwa b€rdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal '11

Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan

pada tahapan pendaflaran, verifikasi, dan p€netapan partai politik

peserta Pemilihan Umum lahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi

Hukum dan Penyelesaian S€ngketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu

Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut

dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Malang

tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan

Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Malang.

1 . Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presid€n Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka M€nengah Nasional Tahun 2O20-2O24i

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pgncegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan

Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Mengingat

t?
KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun

2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 fahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekr€tariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia P€ngawas Pemilihan Umum

K6camatan;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 4

Tahun 2O22 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Pes€rta Pemilihan Umum Anggota D€wan PeMakilan Rakyat

dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menunjuk K€tua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional

Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di

lingkungan Bawaslu Kota Malang sobagai anggota Tim Pengawasan

Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Malang dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini;

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/

atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan

kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah b€rtugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan

tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang

dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2024;



b. Penanggung Jawab bertugas

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang

dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran,

Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Malang;

2.mengidentifikasi, menganalisa, dan m€ngintegrasikan hasil

pengawasan tahap Pondaftaran, Verifikasi Dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara

menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan s€luruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan

yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan,

p€nyusunan laporan pengawasan tahapanyang dilaksanakan

oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran,

Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Tahun 2024;

2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang

dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawesan Tahapen

Pendafiaran, Verifikasi, dan Pen€tapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantrau s6rta

memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap

aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang m€nangani

Pengawasan bertugas rnengidentifikasi kerawanan potensi

pelanggaran dan s€ngketa proses, memastikan ketaatan prosedur

dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU

melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan

p€raturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Keria yang menangani

Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi

potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari

pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuli

pelanggaran;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang m€nangani

Penyelesaian Sengketa b6rtugas mengidentifikasi dan



KETIGA

KEEMPAT

menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A

yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan

Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan

analisis hukum serta menwsun publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang b€rasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan

lnformasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan

kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang

ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota

tim lainnya.

Segala Biaya yang dik€luarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dafrar lsian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Malang;

K€putusan ini bedaku sejak tanggal ditetapkan, d€ngan ketenluan

apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

pada tanggal

: Kota Malang

: I Agustus 2022

1.

M.AP.
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Lampiran Surat

Nomor : 011/PS.00.0ZK.J1-3NOO|2O22

Tanggal :8Agustus2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA MALANG

No Nama Jabatan
Kedudukan
dalam Tim

I

1 Alim Mustofa, S.Sos. M.AP K6tua Bawaslu Kota Malang Pengarah

2 Rusmifahrizal Rustam, SH Anggota Bawaslu Kota Malang Pengarah

3 Anggota Bawaslu Kota Malang Pengarah

4 Erna Al Maghfiroh, ST Anggota Bawaslu Kota Malang Pengarah

5
Hamdan Akbar Safara, S.AP.,
M.AP. Anggota Bawaslu Kota Malang Pongarah

lt Penanggung JaYYab

6 Rusmifahrizal Rustam, SH. Anggota Bawaslu Kota Malang
Penanggung
Jawab (Ex-Otricio)

lI Sokrotaris Penanggung Jawab

7 Aditya Pramono, S.lP., MM. Koordi nator Sekretariat
Bawaslu Kota Malang

Sekretaris
Penanggung
Jawab

IV Ketua

8 Ria Amelia, SH Staf Penyelesaian Sengketa Ketua

v Sekretaris

9 Staf Penangganan Pelanggaran Sekretaris

vt Anggota

10 M. Faris Abdul Aziz, S.Sos Staf Pengawasan Anggota

11 Eko Hadi PuManto, ST. Staf Pengawasan Anggota

12 Nursiswanto. ST. Staf Penangganan Pelanggaran

13 Salis Sotiyah, SP. Staf Penyelesaian Sengketa Anggota

Pengarah

lwan Sunaryo, SH.

Galang Rizky Wandiro, SH.

Anggota



14 Rista Choirun Nisaq, SH. Staf Hukum dan Humas Anggota

Ditetapkan di Kota Malang

Pada Tanggal : I Agustus 2022

Ketua,

tu t

o

1I

M.AP.

Staf Hukum dan Humas15 Okta Srinanda rifai, S.Kom. Anggota

Muchamad Alif Arlianzah, SE. Staf data dan informasi Anggota16

Staf data dan informasi AnggotaWiharto Kumali, ST.17




